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Taneds dan Darah Orang Tambusal

Tidak ada satu tcori pun yang dapat membenarkan
sebuah perusahaan berhak memprovekasi haryawannya
untuk mcnyerang masyarakat tempatan. Sccara hukum,
sudah jelas penyerbuan tersebut tidak dapat dibenarkan.
halu,apakahadahckmasyarahattcmpatanuntukmengusir
keberadaan perusahaan tersebut dari wilayah mereka?
Interpretasinyahisamacan-macan.

Dilndoncsia,hak-hakrakyatmemanghisadikangkana
oleh adanya produk-produk hukum yang memang tidak
memihak. Peraturan perundang-undangan dibuat hanya
untuk  memuluskan  perbuatan  "busuk"  birokrasi
pemerintah.Kcpadasiaparakyatmengadu?Tanyakansaja
padarumputyangkinisudchbanyakhangusterbckar.

Untuk bertanya kepada Soeripto, sebagai orang yang
dulunya bertanggung jawab, ia pun membantah  telah
mcncrimadanaRp.10milliar.Uangyangtelahdihayarkan
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bos PT. Torus Ganda @L Sitorus) itu, kiri mcnjadi tidak
jelas junttungannya. Pemerintah daerah a?emda), selaku
pengelola  pembangunan  dan  pemimpin  masyarakat,
menjadi saling tuding. Mereka mengelak bahwa dana itu
tidak diterimanya. Instansi Kejaksaan Tinggr Qcajatl) Riau,

yang seharusnya menegakkan keadilan untuk masyarakat,
malah diperkirakan telah "menilep"nya. Tokoh masyarakat
yang diharapkan sebagal penyambung lidah rakyat, malah
ikut ketiban dunia runtuh  dari tancts  dan darah  rakyat
Tanbusai.

Di atas segala penderitaan rakyat Tambusal, tangan-
tangan kotor temyata tidak miris oleh bau darch masyarakat
yang tcrtumpah  untuk  mempertahankan  jati  diri  dan
martabatnya. Kcbckuan hati nurani mereka ternyata tidak
mencairolehairmatarakyatyangrumahnyaterbakardilalap
api.  Bangkai yang terbujur tidak menyurutkan langkah
mereka untuk  jere#/.z#/Pc#Je#./#¢# rzdyzz/ demi  memupuk
kekayaan pribadi dan para ktoninya. Akibatnya, DL Sitorus
pun melenggang "bak bayi tanpa dosa''.

Dari kaca mata apa pun, perlakuan perusahaan seperti
itu  tentunya  tidak  dapat  dibenarkan.  Tidak  ada  celah
sebenarnya bad DL Sitorus untuk berdalih dan lcpas dari
tanggung jawabnya, meskipun secara hukum masih ada
peluanguntukmenghindar.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan dewasa ini
telah mengalami pergcseran dari arti sempit (j4¢"4o/J7G7:T)
kepadaartiyanglebihluas,yakniJ/zzlee4o/JerJeg#z.giv.Artinya,

para pengambil keputusan dalam perusahaan diwajibkan
mengambil  langkah-langkah  guna  melindungi  dan
memperbaikikesejahteraanmasyarakatsecarakeseluruhan,
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bedringan dengan kepentingan mercka sendiri. Bahkan
Milton  Friedman,  seba-gai  seorang ckonomi  liberal,
menyatakanbchveperusahaandapatsajamenjalankanusaha
untuk mencari keuntungan asalkan tetap memperhatikan
aturanmainyangadadantidakmenyesatkanataucurang.

MenurutpandanganTonyMcAdamsdalaimLez",B#j7.-
#cur,j4#JJoczdy,katakuncitanggungjawabsosialperusahaan
adalah  kepedulian  perusahaan  terhadap  peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Implementasinya dapat berupa
membuatprodukyangamanuntukdigunakan,membayar
pajak  sesual  dengan porsi  keuntungan yang diperoleh,
mencegah dan membersihkan  pencemaran udaia dan air
yangditimbulkankeedatanusahaperusahaan,menjadiwarga
yang baik dari tempat di mana perusahaan   beroperasi,
memperkerjakanmasyarakattempatan,danmemperhatikan
kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tinggal di sekitar
perusahaan beroperasi.

Dalam falsafch liberalisme sekalipun, kebebasan masih
mengandung konsekuensi. Timbulnya tanggung jawab di
sini berkaitan dengan perubahan citra sistem kapitahis dari
si fat "serakah" kepada citra humanis  /4¢¢./zz/z.+er j2¢.Z4 4#zz7##

/zzce/.  Karena itu, orientasi perusahaan tidak hanya laba
semata,tetapilebihmenekanhanpadakelangsunganhidup
perusahaan dalam jangka panj ang  /+#j/zzz.##4z./z.g!/.

Orientasi itulah yang dilupakan DL Sitorus dalam
mengeloladuaperusahaannyadiprovinsiRIau.Benaratau
tidalssecarahuhamdilndonesiakeberadaanperusahaarmya
telahkeluardarikonseptanggungjawabsosial.Mclakukan
penyuapan terhadap pejabat pcmerintah dan olmum yang
mengaku tokoh masyarakat, merupakan  keedatan yang
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bertentangan dcngan prinsip manajemen berdasarkan
amanah -  /Z7i#f/8„4¢¢  j#4#¢geerc#// yang mengedepanhan
kehidupan  saling menguntungkan dengan masyarakat
tempatansecaraberkelanjutan.

BaSpcmerintahdaerahRIaukedepan,sejalandengan
semangat  reformasi  dan  otonomisasi,  upaya  untuk
menekankan  tanggung  jawab  sosial  pada  perilaku
perusahaan di  daerah ini, harus  semakin  ditingkatkan.
DPRD  harus  mengantisipasinya dengan  menelorkan
peraturan  daerah  a?erda)  yang mampu  mengekang
perusahaanuntukbexperhakucurangdantidaksehatbaS
kesejahteraanmasyarakat.

Para pemburu rente yang beroperasi di Riau saat ini
sudahsangatketerlaluan.TidakhanyakasusTorgandadan
TorusGandayangpcrludicermatisecarabaik.Banyaknya
perusahaan-perusahaan yang melakukan  pencemaran,
perusakan jalan, penipuan masyarakat dan menjamurnya
perusahaan-perusahaan  ilegal  di Bukit Kapur serta  di
berbagai antero RIau, membutuhkan penanganan yang
terkoordinasi dan sistematis.

Imbauan  dan  tekanan  eksternal  dari  kekuatan
pemerintah  dan kekuatan sosial terhadap  perusahaan-
perusahaanyangberoperasidiRiau,harustetapdiperkuat
dandipertajam.LembagaSwadayaMasyarakatqsM)harus
makinpedulimenyuarakantuntutanrakyaLBersamadengan

pemerintah,selurchkomponenmasyarakatharusbergerak.
Keberanian gubemur RIau, H  Saleh  Djasit, mestinya
didukungsecarakonkritdankonstruktif.Oknum-oknum
yang "mengangkangi  ceceran  darah  rakyat"    untuk
kepcntinganmemperkayadirisendiri,harusditindaksecara
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tegrsdantransparan.PerguruanTingShcndaknyascmakin
dat melakukan anatisa dan pengkajian, agar hal-hal yang
akan  merusak  rakyat  dapat  diantisipasi  secara  dini.
Semoga!***
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Blok CPP vs Kinerja BUM)

MasyarakatRIautanpaknyabelumdapatbemapaslega
dari apa yang dijanjikan Gus Dur soal Blok CPP. Meskipun
ada garansi  dari presiden  untuk mendapatkan modal,
termasuk mengemis keluar negeri. Pengelolaan Blok CPP
oleh BUMD menjadi tantangan yang cukup  sulit untuk
dijawab. Pada satu sisi, tantangan itu dapat menjadi sebuah
perangkap yang akan menyudutkan posisi tawar-menawar
/a#rgzzz.#z.#gf>ow.#.o#/ daerah. Namun di sisi lain, daerah dapat
menjadikaninisebagaij/z7777.#gpoz.#/untukmenguasaisumber-
sumber ekonomi daerah secara lebih/zzz.r.

Untuk mendapatkan rezeki minyak pada Blok CPP,
pemerintah daerah harus memihki sebuah BUMD yang
profesional   di bidang usaha Migas. Ini tentunya bukan
pekerjaan yang gampang baal Pemda RIau. BuhD yang
adasekarangsajakontribusinyabaSdaerahbolehdikatakan
sangatminim.Biladibandingdanayangdikeluarkanuntuk
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mcmbinanya, hasfl yang dipcroleh Buho RIau, sangrt
tidakmernadai.KontribusibcberapaBunmRIautcrhaclap
PADhanyasekitar1,4persqudanitupun99persenberasal
dariBPD.Mcncengangkansckali,bflascbuahpompabensin
yangdikelolaBuhohanyamampumenyumbanghanRp.
24 juta sccara tetap setiap tahunnya. Pengalaman  buruk
kincrjaBUMDselamaini,ahanmenciuckansemangatdan
optimismemasyarahatmendapatkanBlokCPP.

Gus Dun scpcrtinya sangat paham dengan kondisi
tersebut.jangankanBUMD,padatatarannasionalBUMN
yang telah diberi lisensi monopoH, bahkan tidak mampu
menunjukkan  profesionalismenya. Jadi,  sccara  tidak
\aligs;nilli8,GusDun`menyuaphamrmahofianeng2iang|)adeseebor
4w"#g p¢P¢./'. jangankan tcrtclan, tcrkunyah saja mungkin
tidak.SulitbariRiauuntukmelahirkanscbuahBUMDyang
profcsional. Kctcrscdiaan SDM dapat saja diatasi dcngan
membentukkonsorsiufn,tetapinampaknyakondisipohik
belunmcnunjanguntukito.

DPRD  sebagai  reprcsentasi  masyarakat  Riau,
seharusnya mcncermati itu pada  tataran  perundang-
undangandanstandaroperasionalyangdibutuhkanuntck
pengawasan.SedangkanaparatbirokrasjPrmdaselayaknya
melalmhankonsotidasikekuannscarahdengankcbutuhan
dan bidang bisnis yang dikelola. Bila kedua lembaga ini
dapat mensinergikan ]angkahnya,  diharapkan  lahirnya
sebuahinsrfusihisnisyangprofcsionalyangdimilikidaerah
Riau.  Bila  scbaliknya,  maka  tidak  akan  pernah  ada
kcsempatan bach daerah untck menguasal sektor-sektor
bisnis strategis yang ada di Riau.

Kc dcpan, tcntunya kondisi scmacam itu tidck dapat
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lad diabaikan. Ini mcnSngat bedrtu banyak SDA stratcds
yang dimiliki  RIau.  Scjalan  dengan  perkembangan
demokratisasi  dan  giliran  rcformasi,  Riau  harus
mcmpersiaphanBuhDyangprofesional.Sedapkabupaten
seyogyanya tanggap.  Secara dini harus didata  sumbcr-
sumberyangdapatdikelolamelaluiBUMDtermasuksDA
yang selana ini  dikelola asing,  agar diantisipasi  kapan
kontrak kerjanya habis. Selanjutnya, dapat digantikan oleh
BUM) yang telah dibentuk secara profcsional.

Pemupukan modal harus melibatkan rakyat dengan
menjualsahampadarakyatsampaidipedesaan.Permodalan
kolektif seperti ini akan manpu membentuk akuntabilitas
usaha  yang  lebih  transpran.  Pcmda  harus  mampu
memangkasBuhoyangselamainibiasanyacuma"netek".
Kemudian,memilihyangtcrkaitdenganpenyediaankebutu-
hanpokokrakyatuntuktetapdibinasebagaialatpemerataan.
Selanjumya, baru membcntuk Buho baru pada sektor-
scktor bisris stratcds. Reformasi seperti ini, sangat mutlak
dilckukanuntukmcnopangPAD.

Iinpahandanadaripusat,scjalandengandesantralisasi
fiskal,harusdimanfatkanuntukmcningkatkankemampuan
daerahmcmperolehpendapatandarisektorproduktifdan
tcrbaharui. Menjadi aneh sckali bila di suatu daerah yang
bcrtaburan danau-danau kecil tidak dapat dikonsolidasi
terbentuknya BUMD yang berbasis masyarakat yang
mampu,  mcngelola  usaha  perikanan  darat  sampai
menghasflkan produk-produk lanjutannya, sepcri pakan
temak, pengalengan ikan, dan ekspor komoditi perikanan
lainnya.

Di kabupaten Rokan Hulu pernah  diinformasikan
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terbuangnya800tonjagungpetanitransmigranyangtidak
bisadijualakibatrendahnyahargajual.Kondisiinitentunya
sangatmenyedihkandanmemprihatinkan.Bilaadainstitusi
yang secara profesional memanfaatkan sumber-sumber
seperti itu,   masyarakat dengan  sendirinya  akan  sangat
tertolong.]agungtersebutdapatdiolahdiwilayahtempatan
menjadiproduk-produkyangkompetitif.

Untuk membuat sebuah BUMD yang profesional,
Pemda harus  mcmulainya  dcngan  mengcsampingkan
arogansi birokrasi yang selama ini telah terbukti   sangat
mequSkansemuapinak.Investigasiprofesionalpadabidang
usaha yang akan dikelola  harus  secara dini  dilakukan.
Kemudian secara otonom mcneka diberi pcluang untuk
menciptakanunitusahastrateSspadabidangtersebut.Agar
tidak  kcbablasan DPRD  dan Pemda harus  membuat
rambu-ranbu yang hanya digunakan untuk „o#z./oc.#g dan
menjaninakuntabihasBuhoterscbutbaSkepcntinagan
pembangunan  dacrah.  0leh  karena  itu,  meskipun
pendckatannya lebih bersifat swastanisasi, itu harus diarti-
kan  sebagai  usaha  untuk  menciptakan  BUMD  yang
kompetitif.

Selanjutnya,Buhoharusdibangundalamsistcmyang
transparan,sehinggainformasitentangkinerjanyadapatdi
pantau  masyarakat,   termasuk  pcnggunaan  hasil
keberhasilannya.  Pengelolaan teknis dan organisasional,
dapatsajadilakukandenganpendekatanmanajemenmod-
ernkemitraanatanbahkan/.o7.#/opcrzz&.o#T.Tetapi,sepanjang
tenaga  dan  skill  dari  daerah memungkinkan,  haruslah
digunakan secara optimal.

Usaha patungan diperlukan benar-benar hanya untuk
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kepentingan transfer teknoloal dan ilmu pengetahuan.
Rencanawaktunyaharusditentukansecarapasti,walaupun
dengan pola bertahap. Kepemihikan saham harus bersifat
kolektifdanPemdahanyasebagaijtc#j#.erzf/z#®erangsanal

pergerakan  semangat  investasi  masyarakat.  Namun
demikian, organ komisaris harus memasulckan unsur-unsur
profesional yang diharapkan mampu manjadi pengawas
yangoptimal.DukunganpohisdariPemdahanyadiberikan
dari adanya opsi-opsi teknis dan strateals yang disodorkan
BUMD tersebut. Ini untuk menghindari BUMD yang
bisanyahanyamenggerogotikeuangandaerah.Padajajaran
direksi penunjukannya harus didasarkan pada kapabelitas,
kompetensi, dan aspek moralnya yang teruji.

jangan  sampai  ada  direksi  yang  setelah  BUMD
mendapat proyek  malah  mensubkontrakkannya  pada
perusahaan pribadi yang dimilikinya. Perilaku seperti ini,
tentunya  bukan  merupakan  kondisi  objektif  untuk
mendapatkanBunDyangprofesionalsecaraoptimal.Pola
fo¢orzz/8 go"gr77c7#fe yang dibentuk oleh DPRD dan Pemda
melalui perancangan sistem harus dapat dipatuhi semua
pihak yang ada di BUMD maupun olch DPRD dan Pemda
itusendiri.Artinya,konsistensimenjaditolakukurpenting.
MenjadikanBuhDsebagrisumberdanakampanyepartai,
tentunyaakansangatmengangguprofesionalsmekehadiran
Burn.***
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Menggngat Sentralisasi
Pefdagangan LN

Baru-baru  ini,  Departemen  Perindustrian  dan
Perdaganganmensosialisasikankebijaksanaanumumyang
baru di bidang ekspor. Ketentuan ini diharapkan  dapat
memacu ekspor non-migas, sehingga cadangan devisa
negaradapatditingkatkan.Sasaranperdaganganluarnegeri
sebagalmanayangdiananatkanGBHNadalahmewujudkan
bangsa  Indonesia  yang  maju  dan  handal  dalam
mcningkatnya daya saing Indonesia dipasar internasional.
Untuk itulah,  kebijaksanaan perdagangan luar negeri,
diarahkan pada upaya memperbalki struktur ekspor non-
migasdanmemperluasnegaratujuanekspor.

Kebijaksanaan perdagangan luar negeri   itu, pada
dasamyaterdiridarilimakomponen.Yahipelakuekspor
dan persyaratannya, pengclompokan barang ekspor,
pengeluaranbarang-barangkeluarnegeridiluarketentuan
unumdihidangekspor,danpengeharaneksportirtcrtentu.
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Selain  itu,  sccara  khusus  ditetapkan  pula  kebijakan
pengembanganekspornon-migasdenganmemprioritaskan
pembinaan pada 16 (enan belas) komoditas unggulan.

Menarik  untuk disimak adalah  kebijakan  tentang
pengelompokan barang ekspor dan kebijakan tentang
komoditas  ungggulan  tcrsebut.  Kedua  kebijakan  ini,
nampaknyabelummenunjukkanadanyanapasdesentralisasi
dan muatan untuk menyamaratakan semua wilayah di In~
donesiaamatkental.Ketentuan-ketentuantentangekspor
nampaknya juga tidak teapijak pada kepentingan rakyat
banyak, khususnya bagi RIau yang sangat dekat dengan
perbatasan  berbagai  negara.  Belum  lagi  soal  basil
pendapatan  yang  diperoleh  dari  ekspor.  Nampaknya,
pemerintah pusat tidak sedikit   pun menggubris adanya
keinednan J4¢#.#g dengan daerah.

Pada tahun 1999, kemampuan ekspor  Riau setingkat
dibawahDKI]akarta.]umlahnyamencapal7milliardolar
ASlebih.KcadaaninimenggambarkanbesarnyaperanRIau
dalam menopang perdagangan luar negeri Indonesia untuk
menghasilkan devisa bad negara. Semua basil pajak ekspor
itu, langsung disetorkan ke pemerintah pusat. Menyangkut
dengan barang yang dilarang ekspomya, ketentuan yang
dibuat oleh pemerintah nampaknya belum berubah dari
ketentuan pemerintah Orde Baru (Orba). Provinsi Riau
yangsebaedanbesarrakyatnyahidupdariperkebunankaret,
masih  harus  dihadapkan  dengan  bentuk  pasar  yang
oligopsoni dengan  membentuk kartel yang bexperilaku
monopsoni. Artinya, petani karet Riau sangat tergantung
sepenuhnya pada  para  pengusaha  "jwc/¢.#g karet yang
jumlahnya hanya beberapa orang saja.
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Sccara rapi, para pcngusaha  "„7./z.#g ini  telch  pula
mcmbentukjaringanpemasarankebawahmelaluiparatoko
pembdi karet rakyat. Tata riaga karet dengan sendirinya
hanya menyisakan sedikit saja martin untuk pedagang
pengumpul  dilapisan  paling  bawah  dan  akhirnya
menimbulkandistorsikesejahteranmasyarakatpetanikaret.
Penentuan harga, kuahas dan sistem pembelian praktis
ditentukan  secara sepihak para pedagang @aca:  toke).
Meskipunhargadapatdipantaumelaluimediamassa,namun
permainan  kualitas  produk membuat petahi  semakin
terhimpit.

KondisiinisangatkontradiktifdenganRIauketikamasih
dibawahpemerintahanBelanda.Rakyatpadasaatitubebas
berdagangkaretkeMalaysiadanSingapura,bahkansanpai
keHongkong.Banyakpedagangkaretrakyatyangpriburi
mampu hidup sejahtera dan menjadi penopang kehidupan
masyarakat di desanya. Rakyat bahkan mampu menabung
melaluikaretyangdiasapdirumahnyadanbarudijualketika
harga sudah membaik.

Menyangkutkebijakantentangkomoditaseksporyang
diawasi,subtansinyajugamemberikandanpakyangcukup
meruSkan Riau. Beberapa komoditas yang menjadi sektor
kehidupanmasyarakatpelaksanaanekspomya,hanyadapat
dflakukaneksportirsetelahmcndapatpersetujuanmenteri
atau pejabat yang ditunjuknya. Baed sebaedan masyarakat,
tentunya tidak mudah mendapatkan  surat persetujuan
tcrsebutyangnuansanyasangatsentralstik.

Berdasarkan SK Mcnperindng No. 146/ivfl?P/Kep/
4/1999  komoditas  Iriti  Kelapa  Sawit   @4/jew  Acr#c//
merupakan  komoditas  yang  diawasinya  ekpornya.
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Masyarakat tidck diberi kelelunsaan mclakukan ekspor ini
dengan pcrtimbangan hanya berdasarkan pada kcadaan
konsumsidalamnegeri.RIausebagaipenghasilkelapasawit
terbesar di Indonesia, tcntunya perlu mempertanyakan
ketentuaninisccaralebihjauh.

Pengaturantataniagasawitsangatmcndesakdilakukan
sejalandengrnmasihterdistorsinyapasariniakibatperilaku
para pengusaha besar. Tidak jarang tuntutan para petani
menyangkut harga berkumandang di daerah ini. Keadaan
tersebut terjadi akibat struktur pasar komoditas sawit juga
menujukkan bentuk oligopsoni yang melakukan kolusi
sehinggamenunjukanperilakupasaryangmonopsori.

Lebih menyakitkan lags kebijakan tentang penentuan
komoditas   unggulan  ekspor.  Dari  16  komoditas  yang
ditetapkanpemerintahpusat,yangterkaitdengankomoditas
yang ada  di  Riau hanya komoditas  kayu.  Kebijakan ini
tentunya  sangat mengkhawatirkan,  karena mendorong
ekspor  produk kayu di RIau berarti akan semakin meng-
gundulkan hutan RIau. Rakyat RIau selama ini telah telah
banyaksckaldiru9kanolehpengusahakayuini.Tidaksaja
dalam bentuk pencemaran, tetapi  juga dalam bentuk
perusakanprasarana.jalan-jalanyangsudahdibangununtuk
kcpcntingan  rakyat  dirusak  secara  sepihak  untuk
kcpcntingan pengusaha hayu. Ddesi atau amortisasi SDA
bidang perkayuan  sangatlah  tinggi  atau  kepedulian
pcmerintahpusatuntukmcmpcrbaikinyasangatlahminim.

Dalamkaitanini,sclayaknyapenetapandanpembinaan
komodhascksporunggulantidckditetaphansecarasepihak
olch pemerintah pusat. Keragaman komoditas di daerah
sebaiknya dijadikan acuan dalam munyusun kebijakan.
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Biarkandaerahmenentukankomoditasunggulanekspomya
dan pembinaannya dapat diarahkan pada komoditas yang
mampu mengangkat rakyat dari kemiskinan. Kalau hanya
menjadikan kayu sebagai penopang keberhasilan ekspor
nonmigas maka kontribusinya  pada kesejahteraan rakyat
sangatlahkecil.justrukemudharatanyayanglebindirasakan
rakyat.

Paling mendesak bag RIau ke depan sejalan dengan
otonomi daerah menyangkut masalah perdagangan lintas
batas. Ada baiknya provinsi RIau diberi semacam otonomi
khususmengenaiperdaganganrintasbatasini,semakinbesar

pula  pcyelundupan yang terjadi.  Masyarakat  RIau  yang
sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga sangat
dirugikan  kehadiran peraturan  ini.  Kesempatan  untuk
menikmatiprodukdengankualitasyanglebihbaikdanharga
yang lebih kompetitif, menjadi terhambat.

Hargayangsaatirimahal,sayangnyaj\]gatidakmenjadi
sumberpendapatanbadnegara,tctapihanyadinikmatipara
importir gelap yang  #o/zz4e#c berkolusi dengan  beberapa
oknum penguasa. Akhimya, jika ekspor non-migas Riau
lebih banyak ditopang komoditas sepcrti kayu, pasir dan
sejenisnya, sawit, barang-barang eletronik dan tekstil yang
diproduksi  di  Batam,  dan  komoditas  lain  yang jarang
memilikikedekatandenganpemberdayaanekonomirakyat,
maka kerja keras instansi terkait dengan perdagangan dan
perinsdustrian sangatlah dituntut lebih.***
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SDM RIau vs Nco-Koloniahsme
Singapura

Pidato Perdana Menteri Singapura, Goh Tjok Tong,
sebagaimana  disiarkan  stasiun  telcvisi  CNBC beberapa
waktu lalu, menarik untuk didiskusikan secara mendalam.
Sebagaipemimpinnegarayangrelatifmajudanterkemuka
dikawasaanAsia,nadaoptimisdarimasadepanSingapura
diuralkan dengan lugas dan berani. Menapaki abad baru
mendatang,Singapurasccaramatangtelahmempersiapkan
strateS maupun program yang dapat diandalkan.

Untuk mengantisipasi perkembangan ke dcpan, salah
satu strateed  spektakuler yang dicanangkan pemerintah
Singapura adalah pengembangan SDM secara  fantastis.
Dana yang dipersiapkan Singapura untuk meringkatkan
kualitasSDM-nya,mencapai6,8milliardolarASlebih.Bila
dikurskan dengan rupiah saat ini (1 dolar AS =Rp. 8340),
maka investasi  Singapura dalam pengembangan  SDM
mencapaiRp56.721trilliunrupiah.]umlahyangtidakkecil,
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jikadibandingkandengananggaranpembangunanlndone-
sia yang sebadan besar APBN-nya tcrkuras pembayaran
utangdanbunganya,sertamenopangdanaB~IP~|_haaliHtira-

mencakup pengembangan ekonomi Singapura di nasa
datangdarihasilyangakandiperolehdalampengembangan
SDM.   Secara   terang-terangan,  Gho   Tjok   Tong
mengungkapkanbahwapengembanganekonomiSingapura
akan meliputi  tidak  saja pulau-pulau di  negaranya, tapi
termasuk kawasan Batam, Rampang, Galang, Bintan, dan
Karimun.  Seolah-olah, ia menganggap RIau merupakan
kawasan  ekonomi  negaranya  sendiri.  Dengan  penuh
keyakinan ditunjukkannya betapa Singapura, akan menjadi
negara #Go-Ao/o#z.¢/z.+jtz7c pada kawasan itu. Dalam prespektif
Singapura,wilayahitu,meskipunsecarayuridisbaedanlndo-
nesia @rovinsi Riau), namun secara ekonomi akan berada
di bawah kendal pemerintah Singapura. Ketidakberdayaan
masyarakat di wilayah   RIau, merupakan landasan yang
sangat loals dari cara berfikimya. Bak kata Gus Dun, "RIau
memang tidak ada apa-apanya."

Singapuratanpaknya,be5tuyakinakankctergantungan
ekonomi Riau padanya, menSngat era mendatang nilai
komperatif  dari  SDA  akan  semakin  jauh  terbelakang,
dibandingkan  dengan  SDM.  Singapura  akan memacu
kualitas SDM yang dimiliki sekarang untuk tetap menjadi
terdepandibandingkandengannegara-negaralairmyadika-
wasanAsia.Iriwajar,mengivgatsecarageografis,Singapura
jelas  tidak mungkin mengandalkan wilayahnya,  ahibat
keterbatasan   lahan   dan   SDA.   Singapura   lebih
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mengedepankan kualitas SDM untuk beralih menguasal
hisnissektorketigayangdiperkirakanalrmmarakpadaabad
mendatang.Lalu,bagaimanaRiauseharusnyamenanggapi

~,__~~=#;€:;a#St=fgnpgg£?dsaan?ts¥£a;afr.°Bfflersbpk¥]¥a:
daanitu,tentunyasulitbaSRIauuntukmelepaskandiridari

.,    "penjajahan ekonomi" yang akan dimainkan Singapura.
Upaya pengembangan Barelang sekarang saja, sudah tidak
terlepqs dari tekanan ekonomi yang dilakukan Singapura
padapemeintahlndonesia.

Tanpamemperdulikanaspekotonomidaerah,GusDur
secara gamblang mengeluarkan Kepres No.113  Tahun
2000 untuk mempertahankan dominasi Otorita Batam
diBatam.KuatdugaanlahimyaKcpresterscbut,tidaklepas
dariintervensipara"pembururente"wargaSigapurayang
selama  ini  sangat  diuntungkan  oleh  keberadaan  dan
kewenangan Otorita Baton, termasuk erorjz/ 4¢grnJ yang
dimihki pengclolaan di bawah garis komando pemerintah
Orba. Nampaknya pcmerintah RIau dan masyarakatnya,
memangtidakbolchladbapangkutangan.Meskipuntidak
akanmampumenyain*Singapuradanmelakukaninvestasi
SDMsecarabesar-besaran,tctapiformulasipengembangan
SDM Riau haruslah disusun sebaik munglin dan searah
dengankebutuhandansasarankedepan.SangattidakloSs
kiranya, jika pola pengembangan SDM hanya didasarkan
pada kepentingan pditik semata.

Dalan jangka mencngah dan panjang, akan sangat
berbahaya  jika  pemcrintah  RIau  mcnjadikan  upaya
pengembangansDMsebastanbahanuntukmeningkatkan
popularitas di mata masyarakat Riau yang sebaSan besar
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memangawamtcntangitu.Ratusansckolahdasar@D)yang
hanya memiliki satu orang guru di berbagal pelosok Riau,
tidakmungkindipolesdenganmendirikanberbagaisekolah
pditeknikdisclunhkabupatenRiau.Kemampuanlulusan
SIJTA RIau masuk ke Unri melalui kompetisi Sipenmaru,
temyata hanya mencapal 35 persen. Sisanya dimenangkan
oleh para lulusan dari Sumut, Sumbar, dan wilayah lainnya
dilunrRIau.Untunalah,adaprogrampBUD,sehinggajatah
anak Riau untuk masuk kc Unri dapat dikatrol,

Kondisi ini,  tentunya tidak mungkin ditanggulandr
dengan mendirikan SMA unggul yang kapasitasnya tentu
sangat tcrbatas. Termasuk mendirikan Institut Teknoloal
Riau   (ITR)   yang   masa   depannya   belum   dapat
dipertanggungjawabkan.  Memberdayakan SDM pada
dasarnya, haruslah dilakukan secara holistik dan terintegra-
si.  Pendekatannya,  harus  mengacu  pada  peningkatan
kesejahteraan masyarakat, karena kualitas SDM merupakan
salah  satu  variabel   /a/zz//tzf/or proJ#f/z.gr7.;/  disamping

penguasaan tcknoloed. Sasarannya, harus diarahkan pada
tiga  klasifikasi.  Yalmi  kelompok yang belum  sekolah,
kelompokyangsedangsekolal]dankelompokyanagsedang
bekerja.  Pada  kelompok yang belum  sekolah,  didckati
denganperbaikan9zikcluarga,sehinggakualtasotakanak
dapatditingkatkan.Mengamatikenyataanitulah,diASbis
pcndudukdenganpendapatandibawah1.000dolarAS,
diberisubsidiperbalkandzibukannyadiberikanpadapara
orangberduit,sepertisubsidiBBMdanBLBIdilndonesia.

Pada tingkat pendidikan  sembilan tahun,  diarahkan
untukpenguasaaniLmu-ilmudasardanpenelusuranmjnat
dan bakat anak. Sedangkan pada tingkat SLTA, sebaiknya
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diarahlrmpadaduakategori.Yalmi40persenilmumurni
dan  60 persen ilmu   terapan.  Sedangkan pada  taraf
pendidikan tingS, kondisi itu harus dibalk, sehingga ilmu
mumibilaperlumencapai70persendanilmuterapan30
persen.]umlahmanusiaterdidikyanglazimdisebutsebagal
c77.#.fz7/ jov#jrakan menjadi penentu cepat lambamya kema-

juan suatu bangsa.
CarayangharusditempuhdalanpengembanganSDM,

pada`semuasasaran,akanmehputitigahal,yangsatusama
lainsangatterkaitdantakterpisahkan.Pc#z7er¢,memperluas
kescmpatan belajar. Dalam konteks ini, ketersediaan sarana
dan prasarana pcndidikan bukanlah  satu-satunya kunci.
Peluanguntukmemanfaatkannyajauhlebihpenting.Untuk
itulahfaktorfeJzfz7,hanisdikedepankan,yaknimeningkackan
mutu  efisiensi.  Di  sini,  ditekankan  sekali  bagaimana
pemanfaatanseluninsumberdayapendidikandapatdikapi-
talisasi secara optimal dan terlepas dari kcpentingan lain di
luar itu.

Ke#giv,relevansipendidikanyaagtidakhanyadiarahkan

pada   kebutuhan  jangka  pendek,  tetapi  diutamakan
bqgalmanaSDMdapatmengantisipasiperkembanagrnabad
mendatang sebagal seorang inovator. Kalau dulu Malaysia
menjadikanlndonesiasebagrikiblatpendidikan,sementara
saatini,justrusehaliknya-dimanapendidikanMalaysiajauh
lebih maju. Semua itu terjadi, karena kepiawian perintah
Malaysiamengemasrelevansipendidikannya.***

.,I_tser-
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Caltex Berbisnis  Tak Profesional

KerualanpihakCaltexbukansemata-matakarenakeru-
sakan yang disebabkan oleh masyarakat.  Faktor utama
kerualan Caltex adalah berbisnis di Indonesia secara tidak

profesional.  Sebagal  sebuah-perusahaan  multi  nasional
Q4NC)  yang konon berasal  dari negara demokrasi dan
menjunjung tingst hak azazi manusia quAM), seharusnya
Caltex mcmpunyai Jo#.c7/ co¢orzz/p #e¢o#jz.4z./z.giv @erusahaan

yang mempunyal respon terhadap masyarakat di mana dia
berada). Selama iri Caltex mengabaikan masyarakat lokal.
Ketikamasyarakatdiberikesempatanmenuntutkeadilanatas
ketidakbecusan Caltex selana ini, maka terjadilah keru§an
sepertiitu.

Mengabaikan~
Pada nasa  Orde Baru,  Caltex  berlindung dibalik

kekuasaan  birokrasi  dan  berkooptasi,  serta  bcrkolusi
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texsendirimengakuibahwa"erxer##z.fyJe#e/apjorc#//CDJtidak
diterima oleh masyarakat. Hal ini tidck lain disebabkan CD
Caltexselanainimemaksakanpersepsinyakepadamasyarakat.

Caltex dengan sepihak mengalokasikan dana CD-nya
tanpamemperdulihanapapenderitaanrakyatRIauyangdi-
eksploitasi sunbcrdaya alam (SDA)nya. Seharusnya, Caltex
membangun masyarakat berdasarkan kebutuhan masyara-
katataumenggabungkanantarapersepsimasyarakatdengan
Caltex. Perflaku sepihak irri bukan hanya merugrkan Caltex,
tetapi justru merudrkan masyarakat.

Biaya Sosial
Seharusnya ke depan, Caltex membayar jiocz.¢/ coj/ @iaya

sosial)yanglebihbesarkepadamasyarakatRIauuntukmeng-

ganti refleksi sumberdaya alam minyak dan gas yang dieks-
ploitasi Caltex. Biaya sosial ini ditujukan untuk merekayasa
RIauagarwilayahinitidakambrukatauperistiwaDaboSing-
kep tidak terulang lad di RIau. Nanti, jika minyaknya habis,
sementarayangdipompaair,niakaberkemungkinanwilayah
RIau akan ambruk. Biaya sosial ini juga sangat penting agar
masyarakatRiautidaksemakinmengamukpadaCaltex.

Alokasi  dana  sosial  tersebut  harus  dialokasikan
beberapa dolar pada setiap barel minyak yang discdot di
bumi RIau. Dana tersebut dimasukkan ke rekening peme-
rintah daerah yang diawasi oleh DPRD, Rakyat dan Caltcx
scndiri. Alokasi dana sosial ini juga tidak akan meruSkan
Caltex, scbab Caltcx sudah untung. Tahun 1 999 saja, Caltex
membalilckan modal kc Cevron dan Texaco scbesar 600
juta dolar Amerika atas keuntungannya di Riau.

YangterpentingbaScaltex,scbagaiperusahaanmulti
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nasionalyangmenjunjungtingctdemokrasidanHakAzazi
Manusia,Caltexhendaknyaterbuhakepadamasyarakat.

Langkahlainyangperludiambiladalahcaltexmenjual
sahamnya  ke  Pemda  melalui jJ#.gr#/g p/#ceerG#.  Dengan
dcmikian, Pemda bisa menjadi salah satu komisaris, punya
hcksuaradanhakkontrolterhadapCaltex.Secaraotomatis,
Calte¥ akan menjadi  milik rakyat RIau dan  dijaga oleh
selunh rckyat RIau.***
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